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I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki jenis 

dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur 

dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, untuk melakukan 

penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu 

mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

dengan Peraturan Pemerintah ini. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (2) 

Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Harga jual yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan misalnya untuk harga jual 

komoditas tambang yang diproduksi oleh pemegang Izin 

Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, 

atau Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan harga patokan. 

 

Pasal 2 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pengelola data 

hasil kegiatan: 

a. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; 

b. Survei umum bidang minyak dan gas bumi yang datanya 

telah diserahkan kepada pemerintah; 

c. Studi bersama/evaluasi bersama; dan/atau 

d. Peningkatan kualitas data. 

   Ayat (2) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

  Ayat (1)   

      Cukup jelas.           

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kontrak kerja sama” adalah kontrak 

bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih 

menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

  Ayat (1) 

                    Cukup jelas. 

         Ayat (2) 

                    Cukup jelas. 

         Ayat (3) 

                 Yang dimaksud dengan ”sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan” antara lain standar biaya yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

Pasal 7 

  Ayat (1)   

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

 Huruf a 

         Yang dimaksud dengan “perguruan tinggi” adalah 

perguruan tinggi negeri dan/atau perguruan tinggi 

swasta. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pelajar” adalah pelajar yang 

sedang melakukan penelitian yang dibuktikan dengan: 

1. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah; dan 

2. kartu pelajar yang masih berlaku.  

 

Yang dimaksud dengan “mahasiswa” adalah 

mahasiswa S1, S2, dan/atau S3 perguruan tinggi 

negeri dan/atau perguruan tinggi swasta yang sedang 

menyelesaikan tugas akhir di bidang kebumian yang 

dibuktikan dengan: 


